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This study aims to explore, examine, and obtain an overview of the role of Civics learning as 
law education in higher education in an effort to increase student legal awareness. This study 
uses a qualitative approach with a case study method. The results of this study indicate that 
Citizenship Education Learning in higher education is intended to produce good citizens, in 
which teach the values and norms that apply to students so that legal character is formed. 
Besides that, learning carried out through legal material on citizenship education is limited, 
however through the learning process and appropriate learning methods, the role of 
lecturers as role models is crucial in improving students' lawfullness in their daily lives.  
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengkaji, dan memperoleh gambaran tentang 
paranan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraansebagai pendidkan hukum di perguruan 
tinggi dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa.  Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi yang 
dimaksudkan untuk mencetak good citizen, yang didalamnya membelajarkan nilai-nilai dan 
norma yang berlaku kepada mahasiswa sehingga terbentuk karakter sadar hukum. Selain itu, 
pembelajaran yang dilaksanakan melalui materi hukum pendidikan kewarganegaraan 
bersifat terbatas, meskipun demikian melalui proses pembelajaran dan metode 
pembelajaran yang tepat, peran dosen sebagai role model sangat krusial dalam 
meningkatkan perilaku sadar hukum mahasiswa dalam kehidupannya sehari-hari. 
 




Pembangunan karakter bangsa harus 
disikapi dan diperlakukan sebagai gerakan 
nasional yang harus menjadi komitmen 
seluruh komponen bangsa tidak terkecuali 
lingkup pendidikan, karena melalui 
pendidikan, karakter seseorang dapat 
dibentuk sedini mungkin. Penguatan 
karakter lewat pendidikan salah satunya 
dapat diterapkan oleh lembaga perguruan 
tinggi sebagai wahana yang sangat baik 
dalam upaya membentuk karakter 
mahasiswa melalui pendidikan hukum, 
yang bertujuan untuk menumbuhkan 
kesadaran hukum mahasiswa. Pendidikan 
karakter penting bagi pertumbuhan 
individu menjadi manusia yang seutuhnya 
dan sebaiknya dilakukan sejak dini. Namun 
bukan berarti jika pendidikan dasar belum 
mengakomodasi pendidikan karakter, 
perguruan tinggi juga merasa tidak perlu 
untuk menyelenggarakannya. Penting bagi 
perguruan tinggi untuk tidak hanya 
memperhatikan kebutuhan kompetensi 
akademis mahasiswa, tapi juga pembinaan 
karakternya agar lulusan menjadi lulusan 
yang siap secara akademis dan berkarakter 
baik (Chrisiana, 2005, p. 88). 
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Namun, kenyataannya fenomena 
karakter yang nyata terjadi, masih sering 
ditemukan mahasiswa yang tidak taat pada 
nilai-nilai yang ada di masyarakat, seperti 
tidak taat berlalu lintas, sex bebas, 
penganiayaan, tawuran, penyalahgunaan 
narkotika, belum lagi mereka hanya 
mengetahui bahwa tindakan berupa 
kriminalitas itulah yang melanggar undang-
undang dan hukum, seperti pembunuhan, 
penganiayaan, perampokan, pencurian, 
perdagangan manusia, perdagangan obat-
obat terlarang dan  narkotika. Sedangkan, 
hukum tidak hanya terbatas pada hal 
mereka tahu. Jikalau ditinjau, perilaku 
melemahnya karakter ini banyak berkaitan 
dengan hukum. Padahal, hukum 
merupakan salah satu bidang yang 
keberadaannya sangat essensial sifatnya 
untuk menjamin kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara, apalagi negara indonesia 
adalah negara hukum, yang berarti bahwa 
setiap perbuatan harus berdasar hukum, 
serta setiap warga harus mentaati hukum 
(Iswanty, M. 2012. p. 389). 
Mahasiswa sebagai bagian dari 
masyarakat mendapatkan pendidikan di 
perguruan tinggi dalam rangka 
mempersiapkan mereka agar dapat lebih 
baik ketika menjalani kehidupan di tengah-
tengah masyarakat. Pembinaan generasi 
muda Indonesia agar menjadi warga 
negara yang baik dan cerdas (smart and 
good citizenship) demi terwujudnya 
keberlangsungan kehidupan negara. 
Sayangnya, pengajaran moral, nilai dan 
norma selama ini terbatas, hanya 
mengenai aspek kognitif dan sebatas 
mentransfer ilmu saja, membuat 
ketidakpahaman terhadap konsep hukum 
yang kaitannya dengan hak dan 
kewajibannya sebagai warga negara. 
Situasi lain juga tidak membantu, biasanya 
para pengajar terlalu sibuk mengajar kelas-
kelas sepanjang hari hingga mereka tidak 
ada waktu untuk mengenal atau bahkan 
berbicara kepada setiap mahasiswanya, 
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tidak memberi waktu bagi mahasiswanya 
untuk bertanya, berdiskusi, mencari tahu, 
berpikir kritis atau terlibat dalam proyek 
kerja nyata dan pemecahan masalah. 
Waktu mahasiswa hanya dihabiskan untuk 
mengerjakan tugas, mendengarkan dosen 
dan menyelesaikan latihan-latihan yang 
membosankan. Mereka hanya mengikuti 
ujian-ujian untuk mengukur 
kemampuannya menghafalkan fakta. 
Kenyataan bahwa kesadaran hukum masih 
tergolong rendah dikarenakan etika, moral, 
dan norma yang diajarkan hanya sampai 
pada tataran kognitif saja. Penyajian materi 
hanya terbatas pada metode ceramah 
sementara etika, moral, dan norma 
mengarah kepada tindakan dan praktek 
secara nyata, sehingga apa yang diajarkan 
tidak diserap menjadi tindakan yang nyata. 
Pendidikan Kewarganegaraan 
selanjutnya disebut Pendidikan 
Kewarganegaraan sering disebut sebagai 
civic education atau citizenship education. 
Mata kuliah ini memiliki peran yang 
strategis dalam mempersiapkan warga 
negara yang cerdas, bertanggung jawab 
dan berkeadaban. Dengan adanya 
penyempurnaan kurikulum maka mata 
kuliah pengembangan kepribadian 
tersebut ini memiliki paradigma baru, yaitu 
pendidikan kewarganegaraan berbasis 
Pancasila. Selanjtnya, Winataputra (2007, 
p.9) menjelaskan bahwa Pendidikan 
Kewarganegaraan memiliki misi, (1) Misi 
sosio-pedagogis adalah pengembangan 
potensi individu sebagai insan Tuhan Yang 
Maha Esa dan makhluk sosial menjadi 
warga negara Indonesia yang cerdas, 
demokratis, taat hukum, beradab dan 
religious, (2) Misi sosio-kultural adalah 
memfasilitasi perwujudan cita-cita, sistem  
kepercayaan/nilai, konsep, prinsip, dan 
praktis demokrasi dalam konteks 
pembangunan masyarakat madani 
Indonesia melalui pengembangan 
partisipasi warga negara secara cerdas dan 
bertanggung jawab melalui berbagai 
kegiatan sosio-kultural secara kreatif yang 
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bermuara pada tumbuh dan kembangnya 
komitmen moral dan sosial 
kewarganegaraan,  dan  (3) Misi substantif-
akademik adalah mengembangkan struktur 
atau tubuh pengetahuan atau spectrum 
konstelatif PKn, termasuk di dalamnya 
konsep, prinsip, dan generalisasi mengenai 
dan yang berkenaan dengan Civic virtue 
atau kebijakan kewarganegaraan dan Civic 
culture atau budaya kewarganegaraan 
melaui kegiatan penelitian dan 
pengembangan. Berdasarkan misi yang 
diungkapkan beliau tersebut, maka 
penelitian ini mengembangkan “potensi 
warga negara Indonesia yang cerdas, 
demokratis, taat hukum, beradab dan 
religius” penelitian ini peneliti lebih 
memfokuskan kepada pendidikan hukum 
melalui materi hukum yang diintegrasikan 
dalam mata kuliah Pendidikan 
Kewarganegaraandi perguruan tinggi 




Peneliti menggunakan metode studi 
kasus dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif. Seperti yang diungkapkan 
Nasution (2003, p.5) yang menyatakan 
bahwa hakikat penelitian kualitatif adalah 
untuk mengamati orang dalam lingkungan 
hidupnya, berinteraksi dengan mereka, 
berusaha memahami bahasa dan tafsiran 
mereka tentang dunia sekitarnya.  
Wilayah kajian yang menjadi latar 
penelitian ini adalah lingkup Sekolah Tinggi 
Pendidikan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) 
Pasundan Cimahi. Perguruan Tinggi ini 
melaksanakan mata kuliah pengembangan 
kepribadian yakni Pendidikan 
Kewarganegaraan. Untuk memperoleh 
data dan informasi yang diperlukan dalam 
penelitian ini, maka subjek penelitian 
sebagai sumber data penelitian ini 
diperoleh melalui : a) Ketua STKIP 
Pasundan Cimahi; b) Pembantu Ketua 
STKIP; c) Ketua Jurusan PPKn; d) 
Narasumber yang memberikan Pendidikan 
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Kewarganegaran yang berisikan materi  
hukum; e) Mahasiswa STKIP Pasundan 
Cimahi.  
Penelitian ini menggunakan sampel 
purposive dan snowball sampling sehingga 
besarnya sampel ditentukan oleh adanya 
pertimbangan perolehan informasi. 
Penentuan sampel dianggap telah 
memadai apabila telah sampai pada titik 
jenuh. Sehingga pengumpulan data dari 
responden didasarkan pada ketentuan atau 
kejenuhan data dan informasi yang 
diberikan.   
KAJIAN PUSTAKA 
Pendidikan Kewarganegaraan 
Perguruan Tinggi  
 
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic 
Education) sebagai salah satu kajian bidang 
sosial dan kenegaraan memiliki peranan 
yang sangat esensial dalam meningkatkan 
kualitas manusia Indonesia. Somantri 
(2001,p. 166) mengartikan Pendidikan 
Kewarganegaraan sebagai berikut : 
 
“Usaha sadar yang dilakukan secara 
ilmiah dan psikologis untuk 
memberikan kemudahan belajar 
kepada peserta didik agar terjadi 
internalisasi moral Pancasila dan 
pengetahuan kewarganegaraan untuk 
melandasi tujuan pendidikan nasional, 
yang diwujudkan dalam integritas 
pribadi dan prilaku sehari-hari.” 
 
 Pendidikan Kewarganegaraan yang 
dulu dikenal dengan Pendidikan Kewiraan 
adalah materi perkuliahan yang 
menyangkut pemahaman tentang 
persatuan dan kesatuan, kesadaran warga 
negara dalam bernegara, hak dan 
kewajiban warga negara dalam berbangsa 
dan bernegara. Sebagaimana yang 
tertuang dalam Keputusan Ditjen Dikti No. 
267/DIKTI/2000 bahwa pengembangan 
materi perkuliahan tersebut dengan 
sendirinya juga dikembangkan kemampuan 
kepribadian dan kemampuan intelektual 
dalam bidang politik, hukum, 
kemasyarakatan, filsafat dan budaya. Mata 
kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta 
Pendidikan Pendahuluan Bela negara 
merupakan salah satu komponen yang 
tidak dapat dipisahkan dari kelompok Mata 
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Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) 
dalam susunan kurikulum inti perguruan 
tinggi yang merupakan mata kuliah wajib 
untuk diambil setiap mahasiswa pada 
jenjang perguruan tinggi. Dalam pasal 37 
Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
disebutkan bahwa kurikulum pendidikan 
tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, 
Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa. 
Begitu pula sebagaimana terdapat dalam 
undang-undang sistem pendidikan 
sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 2 
Tahun 1989 terdapat dalam Pasal 39 Ayat 
(2) yang mengamanatkan bahwa setiap 
jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib 
memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan 
Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama. 
Di dalam penjelasan undang-undang 
tersebut dijelaskan bahwa Pendidikan 
Kewarganegaraan merupakan usaha untuk 
membekali peserta didik dengan 
pengetahuan dan kemampuan dasar 
berkenaan dengan hubungan antar warga 
negara serta pendidikan pendahuluan bela 
negara agar menjadi warga negara yang 
dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. 
Oleh karena itu, istilah Pendidikan 
Kewarganegaraan dalam kurikulum 
pendidikan tinggi adalah Pendidikan 
Kewiraan, hal tersebut berdasarkan pada 
Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan 
Menhankam No. 061/U/1985 dan 
Kep/0002/II/1985 bahwa Pendidikan 
Kewiraan dimasukan ke dalam kelompok 
Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada 
semua perguruan tinggi di Indonesia. 
Dalam era reformasi, berturut-turut 
dengan keputusan Mendiknas 
No.232/U/2000, Kep Dirjen Dikti 
No.38/Dikti/Kep/2002 ditentukan bahwa 
nama mata kuliah Pendidikan Kewiraan 
secara formal tidak lagi digunakan, istilah 
yang digunakan Pendidikan 
Kewarganegaraan. Dalam komponen 
kurikulum Pendidikan tinggi kini, dengan 
didasarkan pada Undang-Undang No 12 
Tahun 2012 Pasal 35 ayat (1), Kurikulum 
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Pendidikan Tinggi wajib memuat mata 
kuliah : agama; Pancasila; 
kewarganegaraan; dan bahasa Indonesia. 
Peraturan terbaru mengenai materi yang 
diajarkan berdasarkan Surat Edaran 
RISTEKDIKTI Nomor: 435/B/SE/2016 
mengenai Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib 
Umum Pendidikan Kewarganegaraan,  
meliputi: (a) Hakikat Pendidikan 
Kewarganegaraan Dalam mengembangkan 
Kemampuan Utuh Sarjana atau 
Profesional, (b) Esensi Dan Urgensi 
Identitas Nasional Sebagai Salah Satu 
Determinan Pembangunan Bangsa dan 
Karakter, (c) Urgensi Integrasi Nasional 
Sebagai Salah Satu Parameter Persatuan 
dan Kesatuan Bangsa, (d) Nilai dan Norma 
Konstitusional UUD NRI 1945 dan 
Konstitusionalitas Ketentuan Perundangan-
Undangan di Bawah UUD 1945, (e) 
Harmoni Kewajiban dan Hak Warga Negara 
dan Warga Negara Dalam Demokrasi yang 
Bersumbu Pada Kedaulatan Rakyat dan 
Musyawarah Untuk Mufakat, (f) Hakikat, 
Instrumentasi, dan Prakis Demokrasi 
Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD 
NRI 1945, (g) Dinamika Historis 
Konstitusional, Sosial-Politik, Kultural, Serta 
Konteks Kontemporer Penegakan Hukum 
Yang Berkeadilan, (h) Dinamika Historis, 
dan Urgensi Wawasan Nusantara Sebagai 
Konsepsi dan Pandangan Kolektif 
Kebangsaan Indonesia dalam Konteks 
Pergaulan Dunia., (i) Urgensi dan 
Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela 
Negara Bagi Indonesia dalam Membangun 
Komitmen Kolektif Kebangsaan, dan (j) 
Menyelenggarakan Project Citizen Untuk 
Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. 
Perguruan Tinggi sebagai lembaga 
resmi pendidikan memiliki peranan dan 
tanggung jawab yang sangat besar guna 
mempersiapkan peserta didiknya untuk 
menjadi warga negara yang baik seperti 
yang tercantum dalam tujuan pendidikan 
nasional, serta diharapkan peserta didik 
mampu memiliki komitmen dan konsisten 
untuk dapat mempertahankan Negara 
Journal of National Awareness Civil Society, Vol. 4 Issue 2, November 2018 
http://ojs.uninus.ac.id/index.php/JNACE 
 
pISSN: 2579-7107 111 
 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sesuai 
dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, yang 
menyatakan bahwa di setiap jenis, jalur 
dan jenjang pendidikan wajib memuat 
terdiri dari Pendidikan Bahasa, Pendidikan 
Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. 
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, 
berdasarkan Surat Edaran RISTEKDIKTI 
Nomor: 435/B/SE/2016 memiliki visi 
sebagai sumber nilai dan pedoman dalam 
pengembangan dan penyelenggaraan 
program studi, guna mengantarkan 
mahasiswa memantapkan kepribadiannya 
sebagai manusia seutuhnya. Hal ini 
berdasarkan pada suatu realitas yang 
dihadapi, bahwa mahasiswa adalah 
generasi bangsa yang harus memiliki visi 
intelektual, religius, berkeadaban, 
berkemanusiaan serta cinta tanah air dan 
bangsanya.  
Kualitas proses pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraanakan tercapai 
jika dilakukan dengan maksimal dan 
sungguh-sungguh.  Pembelajaran adalah 
suatu uhpaya untuk mengubah tingkah 
laku mahasiswa ke arah yang lebih baik. 
Kualitas proses pembelajaran dapat dilihat 
dari aktivitas belajar dan pemahaman 
mahasiswa berdasar kompetensi dan 
indikator yang harus dicapai, serta kinerja 
dosen yang mendukung proses 
pembelajaran. Pembelajaran itu sendiri 
adalah upaya bersama dosen dan 
mahasiswa untuk berbagi mengelola 
informasi dengan tujuan agar pengetahuan 
yang terbentuk dapat di internalisasi dalam 
diri peserta pembelajaran dan menjadi 
landasan belajar secara berkelanjutan 
secara mandiri.  
Disinilah dosen memiliki peranan 
untuk memberikan pembelajaran kepada 
mahasiswa tanpa membuat mahasiswa 
harus menjadi objek yang pasif. Berkaitan 
dengan hal tersebut, Brodjonegoro (2002) 
perubahan itu ditujukan pada pengajaran 
menjadi pembelajaran; mahasiswa pasif 
menjadi pembelajar aktif; berpusat pada 
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kemampuan (faculty) berpusat pada 
pembelajar; pembelajaran solitari (solitary 
learning) ke pembelajaran interaktif, dan 
koperatif; pembelajaran di kelas menjadi 
pembelajaran di masyarakat. Arah 
perubahan ini jelas menuju pada model 
pembelajaran yang dilandasi oleh prinsip-
prinsip atau teori-teori pembelajaran yang 
inovatif. 
Salah satu upaya yang perlu dilakukan 
oleh para dosen, khususnya dosen mata 
kuliah Pendidikan Kewargaegaraan adalah 
memilih model mengajar yang tepat untuk 
mengembangkan nilai-nilai moral dan 
norma pada mahasiswa. Berhubungan 
dengan hal itu, Dahlan (1990,p. 21) 
mengemukakan bahwa menentukan suatu 
model mengajar yang dianggap tetap 
adalah sangat sulit. Model mengajar itu 
berbagai macamnya, dan kebaikan atau 
keunggulannya tergantung pada tujuan 
pengajaran itu sendiri. Pada hakikatnya 
mengajar merupakan suatu proses di mana 
pengajar dan peserta didik berupaya 
menciptakan lingkungan yang baik dan 
kondusif agar terjadi kegiatan belajar yang 
berdaya guna. Hal tersebut dapat 
dilakukan dengan menata seperangkat 
nilai-nilai dan kepercayaan yang ikut 
mewarnai pandangan mereka (mahasiswa) 
terhadap realitas sekelilingnya. 
Pendidikan kewarganegaraan didalam 
pendidikan formal (dalam hal ini disekolah 
dan dalam program pendidikan guru) dan 
diluar sekolah baik yang berupa program 
penataran atau program lainnya yang 
sengaja dirancang atau sebagai dampak 
pengiring dari program lain yang berfungsi 
mamfasillitasi proses pendewasaan atau 
sebagai pematangan warga negara 
Indonesia yang cerdas dan baik 
(Winataputra, 2001). Kecerdasan yang 
dimiliki warga negara tersebut harus 
tercermin dalam paradigma baru yang 
mengusung tujuan utama mengembangkan 
“civic competences” yang seyogyanya 
dikuasai oleh setiap individu warga negara 
(Winataputra, 2001, p. 317-318).  Sejalan 
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dengan pendapat tersebut, Suryadi dan 
Somardi (Setiawan, 2008, p. 754) 
mengemukakan bahwa pendidikan 
kewarganegaraan memfokuskan pada tiga 
komponen pengembangan, yaitu 
pengetahuan kewarganegaraan (civic 
knowledge), kecakapan kewarganegaraan 
(civic skills) dan watak-watak 
kewarganegaraan (civic disposition).  
Tinjauan Tentang Materi Hukum 
Dalam Pendidikan Kewarganegaraan 
 
Maftuh dan Sapriya (Azizah, 2011 : 19), 
Pendidikan Kewarganegaraan memiliki misi 
sebagai berikut,:  
a. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai 
pendidikan politik, yang berarti 
program pendidikan ini memberikan 
pengetahuan, sikap dan keterampilan 
kepada siswa agar mereka mampu 
hidup sebagai warga negara yang 
memiliki tingkat kemelekan politik 
(political literacy) dan kesadaran 
politik (political awareness), serta 
kemampuan berpartisipasi politik 
(political participation) yang tinggi.  
b. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai 
pendidikan hukum, yang berarti 
bahwa program pendidikan ini 
diarahkan untuk membina siswa 
sebagai warga negara yng memiliki 
kesadaran hukum yang tinggi, yang 
menyadari akan hak dan 
kewajibannya, dan yang memiliki 
kepatuhan terhadap hukum yang 
tinggi.  
c.  Pendidikan Kewarganegaraan sebagai 
pendidikan nilai (value education), 
yang berarti melalui Pendidikan 
Kewarganegaraan diharapkan 
tertanam dan tertransformasikan 
nilai, moral, dan norma yang 
dianggap baik oleh bangsa dan 
negara kepada diri siswa, sehingga 
mendukung bagi upaya nation and 
character building.  
Pendidikan Kewarganegaraan memiliki 
visi sebagai pendidikan hukum 
dimaksudkan adalah pendidikan hukum 
dalam negara demokrasi yang berdasarkan 
hukum. Oleh karena itu, lembaga 
pendidikan tinggi dapat menjadi sarana 
untuk mensosialisasikan nilai-nilai 
kemampuan, sikap dan keterampilan yang 
diperlukan untuk hidup dimasyarakat. 
Untuk memenuhi tuntutan tersebut 
disekolah dosen berperan sebagai 
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fasilitator kegiatan pembelajaran agar 
peserta didik dapat mentransformasikan 
ilmu pengetahuan dan teknologi serta nilai-
nilai dan keterampilan melalui kegiatan 
pembelajaran dan mata pembelajaran yang 
telah ditentukan dalam kurikulum setiap 
bidang studi. Bagi dosen PKn, tanggung 
jawab membentuk perilaku dan 
kepribadian serta membina sikap dan 
moral mahasiswa sudah merupakan bagian 
integral dalam menunaikan tugasnya 
sehari-hari. 
Pendidikan Hukum  
Pendidikan hukum (Suparman, 2011, 
hlm. 46) merupakan suatu proses yang 
dilakukan secara sadar, baik formal 
maupun non formal dalam rangka 
mempertahankan, memperbaiki, 
meningkatkan kualitas hukum seseorang 
secara berencana dan terarah. Pernyataan 
tersebut di atas senada dengan pendapat 
G.E Langemeijer (Soekanto, 1993, hlm. 22) 
bahwa pendidikan hukum erat kaitannya 
dengan pembentukan kesadaran hukum. 
Beliau menyatakan bahwa tahap tentang 
kesadaran hukum sebetulnya berkisar pada 
pikiran-pikiran yang menganggap bahwa 
kesadaraan dalam diri warga masyarakat 
merupakan suatu faktor yang menentukan 
bagi sahnya hukum. Pada awalnya masalah 
kesadaran hukum timbul di dalam proses 
penerapan hukum positif tertulis. Di dalam 
proses tersebut timbul masalah. Oleh 
karena adanya ketidaksesuaian antara 
dasar sahnya hukum dengan kenyataan-
kenyataan di patuhinya atau tidak di 
taatinya hukum positif tertulis tersebut 
merupakan  suatu keadaan yang 
dikehendaki, bahwa harus ada keserasian 
secara profesional antara pengendalian 
sosial oleh penguasa, kesadaran warga 
masyarakat, dan kenyataan di patuhinya 
hukum positif tertulis ide-ide tentang 
kesadaran warga masyartakat sebagai 
dasar sahnya suatu hukum positif tertulis 
diketemukan di dalam ajaran-ajaran 
Rechtsgefuhl atau rechtsbewussfsein yang 
intinya adalah bahwa tidak ada hukum 
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yang mengikat warga-warga masyarakat, 
kecuali atas kesadaran hukumnya. 
Menurut Soekanto (1987, p.207), 
“kesadaran hukum merupakan suatu 
penilaian terhadap hukum yang ada serta 
hukum yang seharusnya ada”. Jadi, 
kesadaran hukum merupakan penilaian 
seseorang terhadap hukum (hukum positif 
atau hukum yang di cita-citakan), apakah 
hukum tersebut baik atau tidak baik, atau 
apakah hukum itu adil atau tidak adil. 
Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-
nilai tentang fungsi hukum dan bukan 
suatu penilaian hukum terhadap kejadian-
kejadian yang konkrit dalam masyarakat 
yang bersangkutan.  
Rahardjo (1975,p.76) mengartikan 
kesadaran hukum sebagai : “kesadaran 
pada masyarakat untuk menerima dan 
menjalankan hukum sesuai dengan rasio 
pembentukannya”. Satjipto lebih 
menekankan pada penerimaan dan 
pentaatan warga masyarakat terhadap 
hukum yang berlaku. Pentaatan terhadap 
hukum yang berlaku ini diartikannya 
sebagai kewajiban dari setiap warga 
masyarakat sebagai warga negara yang 
baik, sebagai salah satu bentuk kesadaran 
bernegara seperti berikut ini : 
a. Kesadaran berpemerintahan; 
b. Kesadaran akan kewajiban untuk 
taat pada undang-
undang/peraturan negara; 
c. Kesadaran untuk melakukan 
partisipasi dalam aktivitas 
kenegaraan; 
d. Kesadaran untuk menempatkan 
kepentingan golongan, daerah di 
bawah kepentingan negara;  
Dari pengertian tentang kesadaran 
hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
kesadaran hukum merupakan faktor 
internal pada diri manusia, yang sangat 
berpengaruh terhadap kepatuhan/ 
ketaatan hukumnya, yang cenderung 
diwujudkan dalam bentuk sikap aau 
perilakunya. Menurut Soejono Soekanto 
indikator dari kesadaran hukum yakni : (a) 
Pengetahuan Hukum, artinya seseorang 
mengetahui bahwa perilaku-perilaku 
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hukum tertentu diatur oleh hukum. 
Pengetahuan terhadap hukum tidak 
mempengaruhi secara positif maupun 
negatif pada kepatuhan masyarakat; (b) 
Pemahaman Hukum, artinya seseorang 
warga masyarakat mempunyai 
pengetahuan dan pemahaman mengenai 
aturan-aturan tertentu, terutama dalam 
segi isinya; (c) Sikap Hukum, artinya, 
seseorang mempunyai kecenderungan 
untuk mengadakan penilaian tertentu 
terhadap hukum. Salah satu tugas hukum 
yang penting adalah mengatur, 
kepentingan-kepentingan warga 
masyarakat tersebut, lazimnya bersumber 
pada nilai-nilai yang berlaku yaitu 
anggapan tentang apa yang baik dan apa 
yang harus dihindari. (d) Perilaku Hukum, 
rtinya dimana seseorang berperilaku sesuai 
dengan hukum. Indikator perilaku hukum 
merupakan petunjuk akan adanya tingkat 
kesadaran yang tinggi. .Buktinya adalah 
bahwa yang bersangkutan patuh atau taat 
pada hukum. Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat 
kesadaran hukum akan dapat dilihat dari 
derajat kepatuhan hukum yang terwujud 
dalam pola perilaku manusia yang nyata. 
Menurut Kutschincky (Soekanto, 
1987:159) setiap indikator tersebut 
menunjukkan tingkat kesadaran hukum 
tertentu, mulai dari yang terendah sampai 
dengan yang tertinggi. Kesadaran hukum 
bermula dari adanya pengetahuan 
seseorang tentang hukum, dan jenis-jenis 
hukum yang berlaku didalam masyarakat, 
yang mengatur kehidupan manusia 
didalam masyarakat, tujuannya untuk 
menciptakan ketertiban guna mewujudkan 
keadilan bagi seluruh warga masyarakat. 
Kemudian dari pengetahuan tersebut akan 
timbul pengakuan dan penghargaan orang 
yang bersangkutan terhadap ketentuan 
hukum yang berlaku, dan kemudian timbul 
sikap penghayatan terhadap hukum 
tersebut. Selanjutnya apabila telah 
terdapat suatu penghayatan terhadap 
hukum, maka orang yang bersangkutan 
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akan mentaati atau mematuhi hukum 
tersebut, dia akan berperilaku sesuai 
dengan ketentuan hukum  yang berlaku. 
PEMBAHASAN  
Pandangan sivitas akademika STKIP 
Pasundan Cimahi bahwa kesadaran hukum 
dapat ditingkatkan melalui pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata 
kuliah wajib yang dilalui seluruh 
mahasiswa. Pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan di perguruan tinggi yang 
dimaksudkan untuk mencetak mahasiswa 
sebagai bagian dari warga negara yang tau 
akan hak dan kewajibannya dalam 
kehidupan bernegara, sehingga tujuannya 
tidak lain tidak lain adalah membentuk 
warga negara yang baik (a good citizen) 
dan mempersiapkan untuk masa depan 
(Ningsih, N. 2012, hlm. 125). 
Pengintegrasian pendidikan hukum melalui 
materi dalam mata kuliah Pendidikan 
Kewarganegaraan menunjukkan bahwa 
pendidikan tersebut sangat penting untuk 
dilaksanakan satuan pendidikan, dengan 
tujuan untuk membelajarkan nilai-nilai dan 
norma yang berlaku kepada peserta didik 
sehingga terbentuk karakter sadar hukum, 
yang ditanamkan melalui pengatahuan, 
pemahaman kemudian memiliki sikap 
untuk menaati aturan dan berperilaku 
sesuai dengan aturan.   
Materi merupakan bagian penting 
dalam menyesuaikan kajian pembelajaran 
dengan kondisi kekinian dalam memenuhi 
kebutuhan peserta didik. Program 
pembelajaran pendidikan 
kewarganegaraan yang dilaksanakan di 
STKIP Pasundan Cimahi dibentuk melalui 
pembelajaran hukum melalui materi hak 
dan kewajiban warga negara, hak asasi 
manusia, demokrasi, konstitusi, dan negara 
hukum. Hal Ini menunjukkan bahwa 
Pendidikan Kewarganegaraansebagai 
program kurikuler di perguruan tinggi 
dapat menjadi wahana pendidikan hukum 
dalam membangun warga negara yang taat 
pada hukum yang berlaku. Proses 
pembelajaran harus direncakan secara 
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sistematis dan ajeg dengan tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam 
kaitan penelitian ini, pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraansebagai 
wahana meningkatkan kesadaran hukum di 
STKIP Pasundan Cimahi sudah disusun 
secara sistematis, namun masih banyak 
komponen pembelajaran yang harus 
dikembangkan diantaranya perencanaan 
(tujuan pembelajaran, kompentensi yang 
ingin dicapai), sumber dan bahan belajar 
yang tidak memanfaatkan lingkungan alam 
dan masyarakat, pemilihan alat penilaian 
atau evaluasi yang hanya sekedar fokus 
pada hasil belajar yang menekankan pada 
ranah kognitif dan apektif sementara 
proses belajar tidak mendapat perhatian 
yang serius, strategi dan pendekatan 
pembelajarannya  harus lebih variatif dan 
inovatif. Ditinjau dari proses pembelajaran 
dan metode pembelajaran yang tepat 
selain melalui ceramah namun perlu 
metode pembelajaran yang lebih variatif 
serta inovatif dalam merangsang keaktifan 
mahasiswa, selain itu peran dosen sebagai 
role model sangat krusial dalam 
meningkatkan perilaku sadar hukum 
mahasiswa dalam kehidupannya sehari-
hari. 
Program pendidikan hukum melalui 
pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan sudah sangat 
mendukung terhadap peningkatan 
kesadaran hukum mahasiswa di STKIP 
Pasundan Cimahi, semakin matang dengan 
disertai program-program pendukung yang 
berupa pembiasaan (habituasi) kebijakan 
perguruan tinggi berikut kemahasiswaan, 
seperti penyuluhan narkoba yang rutin 
dilaksanakan setiap tahun sebagai langkah 
preventif ini membawa dampak yang 
positif untuk mengaplikasikan 
pengetahuan yang diperoleh di luar kelas. 
Penerapan aturan-aturan yang ada dalam 
lingkungan perguruan tinggi seperti 
berpakaian yang mencerminkan sebagai 
calon guru, tidak merokok di wilayah 
perguruan tinggi, mengikuti perkuliahan 
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tepat waktu. Hal ini sesuai dengan 
pendapat yang dikemukakan Winarno 
(2010) dalam Naiborhu (hlm. 85) bahwa  
perspektif teori fungsionalisme struktural, 
sebuah negara bangsa yang majemuk 
seperti Indonesia membutuhkan nilai 
bersama yang dapat dijadikan nilai 
pengikat integrasi (integrative value), titik 
temu (common denominator), jati diri 
bangsa (national identity) dan sekaligus 
nilai yang dianggap baik untuk diwujudkan 
(ideal value). Nilai bersama ini tidak hanya 
diterima tetapi juga dihayati. Dalam 
pandangan teori kewarganegaraan 
communitarian, sebuah komunitas politik 
bertanggung jawab memelihara nilai-nilai 
bersama (common values) tersebut dalam 
rangka mengarahkan individu. 
Peran STKIP Pasundan Cimahi pun 
terlihat sangat mendominasi dalam 
menciptakan kedisiplinan dan kepatuhan 
mahasiswa akan aturan. Mahasiswa yang 
melanggar perturan Perguruan Tinggi akan 
ditindak lanjuti sesuai aturan yang telah 
ditetapkan. Hal ini dapat dibuktikan 
dengan sikap dan perilaku sivitas 
akademika STKIP Pasundan Cimahi dalam 
menerapkan aturan dan mahasiswa hadir 
sesuai jadwal dalam mengikuti perkulihan. 
Dosen juga memiliki rule tersendiri dalam 
memberikan sanksi apabila terdapat 




Kewarganegaraandi Perguruan Tinggi 
melalui materinya yang berisikan nilai, 
norma dan moral. Dimana secara hierarkis 
dapat dikemukakan bahwa nilai 
merupakan landasan dari norma, 
selanjutnya norma menjadi dasar 
penuntun dari moralitas manusia, yakni 
sikap dan perbuatan yang baik. Walaupun 
belum maksimal, namun setidaknya 
merupakan langkah awal menuju ke arah 
tersebut. Melalui pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan melalui proses 
pembelajaran dalam mata kuliah banyak 
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menggunakan metode ceramah bervariasi, 
memvariasaikan ceramah dengan tanya 
jawab, diskusi dan penugasan. Namun, 
dalam penggunaanya masih banyak 
menggunakan ceramah dan kurang 
menggunakan variasinya dan belum 
banyak didukung oleh gaya penyampaian 
yang menarik serta media pembelajaran 
yang memadai. Untuk meningkatkan mutu 
pembelajaran dalam mata kuliah 
Pendidikan Kewarganegaraan kaitannya 
dengan meningkatkan kesadaran hukum 
mahasiswa, perlu lebih menekankan 
kepada penggunaan metode yang dapat 
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